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LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan
pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan
pembangunan.

Dalam pengembangan wilayah Nasional, pembagian peran dan fungsi masing-
masing Daerah sangat penting dalam membentuk pola dan struktur ruang
nasional dalam pola NKRI.

Pengelolaan SDA perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dikaitkan
dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan dalam pola
pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya ruang nusantara yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang nasional, pengembangan KEK harus mampu menjadi
lokomotif dalam menggerakkan ekonomi regional

Peran PEMDA sangat penting karena dapat menjamin berlangsungnya KEK.



TAHAPAN RPJPN 2005

Menata kembali
NKRI,
membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan
yang lebih baik.

Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan
iptek,

erekonomian.

memperkuat
\gjlya saing

-2024

RPJM 3
(2015-2019)

>

N

Memantapkan
pembangunan
secara
menyeluruh
dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian
yang berbasis
SDA yang
tersedia, SDM
yang berkualitas,
serta kemampuan
iptek.

RPJM 4
(2020-2024)

Mewujudkan
masyarakat
Indonesia yang
mandiri, maju,
adil dan makmur
melalui
percepatan
pembangunan di
segala bidang
dengan struktur
perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan
kompetitif.




PRIORITAS RPJMN 2010 -2014
PENGEMBANGAN WILAYAH

Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan
Iptek,
memperkuat
daya saing
perekonomian

. ™
Terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis ditandai

dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
o )

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat,

> transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya
\Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan.
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Mepmgkétnya kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh memba'krrya-
~Berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan RN

kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan
~ antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat -
er?tu-mbqhgn potensial di luar Jawa -
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Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan
bencana di setiap tingkatan pemerintahan
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—Memngkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konss@nsg

pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen
Jerencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan
datam @ngka pengendalian pemanfaatan ruang.
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ARAH KE-5 RPJPN 2005-2025 :

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi
dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap
wilayah

. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-
wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi yang sinergis

. Rencana Tata Ruang digunakan sebagal acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar
pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.

. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan
kapasitas aparat, kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas
legislatif daerah. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus
dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, akses
modal usaha dan SDA, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan
kesempatan mengelola usaha ekonomi produktif.



KETERKAITAN PERDAGANGAN
ANTARPULAU
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Perdagangan Intrawilayah Wilayah Sumatra Bali n i A Timur
 Perdagangan antarvilayah ke Sumatera [ 5ymarra 1550 | 0088 | 0081 | 0015 | 001
Perdagangan antarwilayah ke Jawa Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158
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: T donesia
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SUECAUCENOL LU Transaksi ekonomi sebagian besar hanya dalam wilayah A

keterkaitan antarwilayah belum optimal



GEOPOSISI: JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL
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PELABUHAN TERBESAR DI INDONESIA
MENURUT NILAI EKSPOR US$ JUTA (2006)

1 | Tanjung Priok 26.076
Tanjung Perak 2 | Bontang 9.074
3 | Tanjung Perak 8.146
4 | Dumai 6.582
5 | Belawan 4.580
6 | Amamapare 3.430
7 | Tanjung Emas 2839 |
>>5000 40015000 30014000 2001-3000 10012000 <1000 8 | Batu Ampar 8.830
(dalam juta US$) 9 | Balikpapan 2.115




KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN

STRATEGIS




DEFINISI

A Dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di
dalam Penjelasan Bab Il (Pasal 5 Ayat 5), pengertian
Kawasan Strategis adalah kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar
terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di
bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya
dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A Jenis kawasan strategis antara lain kawasan strategis dari
sudut pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologl tinggi, serta fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup
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ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 2010-1014

Sasaran :

w  Terciptanya iklim kondusif bagi investor melalui kejelasan peraturan
perundangan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong
perkembangan KAPET, KPBPB dan KEK.

w  Terbentuknya kelembagaan pembinaan dan pengawasan di tingkat
pemerintah pusat serta kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan di
tingkat pemerintah daerah dan pengelola kawasan yang profesional.

w  Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi,
enerqi, air baku, dan permukiman yang mendukung pengembangan
kawasan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan

kebutuhan kawasan.
Arah Kebijakan :Aime n g e mb a kagv&ksann strategis sebagali
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala aktifitas
yang berorientasi nasional dan internasional dengan
mengutamakan peningkatan iklim kondusif bagi para investor
melalui penguatan regulasi dan pengembangan kelembagaan
yang profesional dengan dukungan pemerintah yang konsisten dan
berkomitmen baik di tingkat pusat dan daerah serta didukung oleh
pengembangan sarana dan prasarana, sehingga mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar
kawasano =
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STRATEGI PENGEMBANGAN KEK 2010-2014

1. Penciptaaniklim investasiyangkondusifdi KEK
a) PenetapanlokasiKEK
b) PenyelesaiarperaturanoperasionalKEK
c) PenyelesalarRTRKEKdan RencanaDetail KEK

d) Koordinasi perencanaan dan Iimplementasi
nembangunarKEK

2. PengembangariPengusahaaikawasarKEKSOPNSPM,
Pelayananone stop service

3. PercepatanpembangunansaranaprasaranaKEK SOP,
NSPM, pembangunandan pemeliharaan sarana dan
prasaranadasar
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PRIORITAS NASIONAL
TERKAIT KAWASAN STRATEGIS

DALAM RPJMN 2010-2014
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PRIORITAS NASIONAL 7, IKLIM INVESTASI DAN IKLIM

USAHA
PRIORITAS 7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
TEMA PRIORITAS Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan
sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEE)
PENANGGUNGJAWAR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

BEKERJAZAMA DENCAR

Menteri Keuangan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan
Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi

dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala
Badan Pertanahan Nasional

SUBSTANSI INDIKAS]
INTI/ TARGET Pgl;!j =
NO KEGIATAN SASARAN INDIEATOR [RpMiliar) | =
PRIORITAS 2010 2011 201z 2013 2014 TOTAL
E. HAWASAN EKONOMI KHUSUS [KEK):
Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012
1 Dukungan Meningkat- Jumlah PP tentang Kawasan 1 - 2 10,90
Sektor nya peranan | Ekonomi Khusus
Pardazangan sektor [peraturan) 7
Terhadap perdaga- Jumlah kebijakan 1 1 1 1 1 =
Pengemban- ngan di perdagangan vang 2
gan Kawasan | kawasan dilimpahkan ke KEK =
Exonomi ekonomi (peraturan) =
Khusus khuzus
pra 14




IMDIKAS]

SUBSTANSI
INTI/ . TARGET FAGL =
N KECIATAN SASARAN INDIKATOR [Bp Miliar) | =
FRIORITAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
5. EAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK):
Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012
1 Dukungan Meningkat- Jumlah PP tentang Kawasan 1 - - - 2 10,90
Sektor Nya Peranan Ekonomi Khusus
Perdagangan sektor [peraturan) =
Terhadap perdaga- Jumlah kebijakan 1 1 1 1 1 3
Pengemban- ngan di perdagangan yang =
gan Kawasan kawasan dilimpahkan ke KEK 3
Ekonomi ekonomi [peraturan) =
Ehusus khusus
(KEE]
SUBSTANSI INDIKAS]
INTI/ . TARGET FAGL -
NO KEGIATAN SASARAN INDIEATOR [Rp Miliar) | =
PRIORITAS 2010 2011 201z 2013 2014 TOTAL
2 Pengemba- Terbentk- Perzentase penyusunan 100% 1003% 100%% 100%% 1003 18,02
nZan nya KEK di & peraturan pelaksanaan
Penanaman lokasi penyelenggaraan KEK
FModal Perzentase pensetapan 100% 100% 10054 100% 100%
Kawasan institusi Sekretariat Dewan
Ekonomi Masional KEK
Ehuszus Perzentase pengoperasian - 1003 1003 1003 100
[KEK] Sekretariat Dewan Nazional
KEK
Asistensi dan fasilitasi dalam 100% Loo3s 100% 1003 1003 ==
rangka penetapan dan _'z:
penzembangan KEK =
Hazil Koordinasi masalah 1 buku 1 bukn 1 bk 1 bukn 1 buku
strategis di bidang laporan laporan laporan laporan laporan
penzembangan KEK
Jumlah promosi penanaman 2 3 4 5 7
modal di KEK Mezara Megara Hegara MNegara Hegara
&3 &3 &3 &4 &B
daerah daerah daerah daerah dasrah
Kerjasama di bidang - 2 2 5 5
pengembangan KEK Negara Negara Negara Negara
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INDIEASI

SUBSTANSI
INTI/ TARGET FAG!.[ -
NO KECIATAN SASARAN INDIEATOR (Rp Miliar) | =
PRIORITAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
3 | Faslitazi Memingkat- | Dokumentasi fasilitast 5 5 5 5 5 alz0 ”
Pengemba- nya fasilitasi | (AMDAL Engineering E
nzan KEK pengemba- | Design/DED, dan i
NZAN Z0Na selembagzaan) di 5 kawasan -
industri di 5 B
HEK
4 | Perumusan Peningka- 1. Persentase penvelesaian | 100% 1005 100% 1005 100% 1247
kebijakandi | tan nsilan pembuatan /
bidang PPY, efekfifitas Revisi peraturan
FEB, EPETE, | pembuatan perundangan terhadap
EUF, PFSF, pEratiran pErAturan perundangan
dan Bea vang harus dibuat / x
Materai direvisi =
2, Tersedianya PME-PME 40% 60% 80% 100% L
ttg Pemberian Fasilitas -3

Fizkal seznal Peraturan
Per-Ul-an dan skema
Pembiayaan
Infrastruktur ke & di
Rawazan Ekonomi
Khusus (KEK)
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INDIKAS]

SUEBSTANSI
INTI/ TARGET Pﬁ;!_[ -
NO KECIATAN SASARAN INDIKATOR [Rp Miliar) | =
PRIORITAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
) Parumusan Peninghkat- 1. Persentase penyelesaian 100% L00% 100% 100% 100% L3.64
kebijakan di an usilan pembuatan /
bidang PPh efekrifitas Revizi peraturan
dan pembuatan perundangan terhadap
perjanjian peraturan peraturan perundangan
kerjasama yang harus dibuat /
perpajakan direvist
internasional 2. Tersedianya PME-PMK 20% 60% B0% 100%
ttg Pemberian Fasilitas -5
Fizkal sesual Peraturan ?
Per-Ul-an dan skema =,
Fembiayaan L
Infrastruktur ke & di
Rawazan Ekonomi
Khusus (KEK)
3. Peraturan pelaksanaan 100%
mengenal inzentif
potongan PPh 5% bagi
perusahaan yang
melakukan RED
b Parumusan L.Terciptanya | 1. Persentase realizast janit 70% 72% 75% T7% 80% ‘] Pagu |
Kebijakan administra- layanan publik terkait sudzh | 2
dan tordi pemberian fasilitas termasuk | =
Bimbingan bidang pembebasan dan pada Z
Tekniz fasilitas keringanan bea masus keglatan
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SUBSTANSI INDIEASI
INTILS TARGET PAGL -
NGO - SASARAN INDIKATOR ili —
KEGIATAN (Rp Miliar) | "=
PRIORITAS 20010 Ioi1 Io1z 013 2014 TOTAL
Fasilitas kepabeanan | 2. Persentase realizasijanji TO%: T2% 75540 7T B0 di
Kepabeanan vang dapat layanan public terkatt subrstansi
memberi- pemberian fasilitas ind ke tiga
kan periambangan
dubungan 3. Persentase realizasi janji TO%: T2% 75 7T BO%%:
industry, layranan public terkait
perdagang- pemberian temmpat
an dan penimbunan berikat
masyvarakat [TPE].
zerta 4 Persentase penyelesaian - 203 602 802 1D0%
optimalizasi rancangan PME dan aturan
pendaparan pelaksanaan lainmya
-3 B - - -
2. Terwujud- terkait sistem pelayanan
Iya kepabeanan vang
}:-ela.}'a.ua.:l:: menunjang Sistem Leogistk
vang efizien Masional [Customs Advance
dan Trade Ewstents)
pengawas- 5. Persentass penyelesaian - 100% - - -
an efektif peraturan terkait sistem
pelayanan kepabeanan
dan cukai di Kawasan
Ekonomi Ehusus (KEK])
SUBSTAMNSI TNDIEAST
INTL/ TARGET PFAGU —
NO KEGIATAN SASARAMN INDIHKATOR [Rp Miliar) | =
PRIORITAS 201D Zoll ZOo1Z Z01Z 2014 TOTAL
. PME untuk pengembangan - 406 S0 B0 -
sistem =lektronik terkaic
dengan perijinan investasi
di bidang kepabeanan dan
perpajakan
7. PME tentang Awuthorized - 40%6 [=10 B02: -
Eronarmic Operatar (AEQ)
dan dukungan terkait
dengan Sistem Logistdk
Ma=sional
8. PME-FMK tentang - 406 S0 B0 -
pemberian fasilitas fiskal
SEesal pETaturan
perundang-undangan dan
shema pembiayaan
infrastrukiar ke damn di
Kawrasan Ekonomi Khusus
[EEEK]
9. PME untuk memadukan - 1009 - - -

Kawrasan Pelayanan
Pabean Terpadu [(KPFT)
dengan Kawasan Ekcnomi
Khusus [(KEEK]) di 5 lokasi
[(di Jawa dan Sumatra))
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INDIKASI

SUBSTANSI
INTI/ TARGET Pﬂl;!_r -
NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR [Rp Miliar) [ =
PRIORITAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
7 Koordinasi Meningkat- Persentaze rekomendasi 75%: B80% 30% 85% o0% 22,65
Pengembang- | nyakoor- kebijakan Urnsan Penataan
an Urusan dinasi Ruang dan Pengembangan
Penataan Urusan Wilayah yvang
Buang dan Penataan terimplamentasi
Pengembang- | Bnang dan =
an Wilayah Pengemba- -
ngan £
Wilayzh a
Terselesai- Persentaze peraturan g% 7% 30% 0% 95% &
kannya pelaksanan UU KEK yang -
peratiran terselesaikan B
penyeleng- Jumlah lokasi KEK yang 1 2 2 1 1 E
garaan KEK | ditetapkan ]
dan % kenaikan tenaga 20% naik naik naik natk
penetapan pengawas K3 bersertifikac 20%% 30% 40% 5%
lokasi KEK Kompetensi
dan
pengemba-
nzan KAPET
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PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

AKAPE Tiselenggarakaabagai upaya meningkatkan kemampuan -
wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai d
kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan s
penggerak pertumbuhan ekonomi bagrwilayalh yang
kesenjangannya masih tinggi

AKPBPRIiselenggarakaabagai upaya untuk memperluas dan
memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan indus
manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertun
perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemai
transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara

AKEKdiselenggarakantuk menyelenggarakan fungsi perekonomia
memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandz
pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yan

pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri
20



KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

NO PROVINSI NAMA KAPET

Aceh Banda Aceh Darussalam
(Kota Sabang dan kab sekitar)

Nusa Tenggara Barat |Bima | ,
(Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu)

1
2
3 |Nusa Tenggara Timur |Mbay
4

(Kabupaten Ngada, Pulau Flores)

Kalimantan Barat Khatulistiwa

(Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau,

Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu)

5 |Kalimantan Tengah Daskakab | _ o .
(Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito - meliputi: Palangkaraya, Barito Utara,

Barito Selatan, Kapuas

6 |Kalimantan Selatan Batulicin

(Kab Kotabaru)
7 |Kalimantan Timur Sasamba | |

(Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab Kutai Kartanegara)
8 |Sulawesi Utara Menado Bitung

(Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten
Minahasa Utara)

9 |Sulawesi Tengah Palapas *) N N

(Palu, Donggala, Parigi Mountong, Sigi)
10 |Sulawesi Selatan Pare Pare _ _

(Kab Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang
11 SulaweSI Tenggara Bank Sejahtera Sultra *)

(Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Konawe, Kabupaten Pomalo)*
12 |Maluku Seram | o

(Kab. Seram Bagian barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah)
13 Papua Teluk Cendrawasih *)

(Kab Biak Numfor, Kab Yapen, Kab Waropen, Kab. Supiori, Kab Nabire).

N
[



KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN

BEBAS (KPBPB)

No Provinsi KPBPB
1 |Aceh Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang
2 Kepulauan Riau Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Bintan

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Karimun
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KAWASAN EKONOMI KHUSUS
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